',
Perkebumean Nusantara

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
PEJABAT EKSEKUTIF

PT Perkebunan Nusantara lll (Persero) telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN tahun
pelaporan 2025 oleh seluruh pejabat struktural atau eksekutif yang berstatus wajib lapor, sebagai
wujud penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.

DOKUMEN SELENGKAPNYA->

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)



PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICERS

PUTU

MISRAN .. SUKERMAN

Kepala Divisi Sekretariat
Perusahaan

Kepala Divisi Strategi
Operasional Aneka Tanaman

Operational Strategy for Various
Crops Division Head

Corporate Secretariat
Division Head

Masa Jabatan | Term of Office Masa Jabatan | Term of

0,7 tahun | 0.7 year 1.3 tahun|13 year

R I Z A SUmN==
PAHLEVI

YEFRI ==
YUDIANTO

Kepala Divisi Pengadaan dan
Teknologi Informasi
Procurement and Information
Technology Division Head

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Human Resources Division Head

Masa Jabatan | Term of Office Masa Jabatan | Term of

2,6 tahun | 2.6 year

11 tahun| 11 year

INDARUWATI
TRIVISTA ANDARINI

TJ A H YO SUMA==
ADI

Kepala Divisi Keuangan Strategis
dan Pembiayaan Korporasi

Financial Strategy and Corporate
Financing Division Head

Kepala Divisi Akuntansi dan
Perpajakan

Accounting and Tax Division Head

Masa Jabatan | Term of Office Masa Jabatan | Term of

5,8 tahun | 5.8 year 45 tahun | 4.5 year

TOTOP P. am-
HATORANGAN

Kepala Divisi Transformasi
Strategis dan Sustainability

Strategic Transformation and
Sustainability Division Head

Masa Jabatan | Term of Office

0,10 tahun | 0.10 year

M. IKHSAN,
RANGKUTI

Kepala Divisi Manajemen Risiko
Risk Management Division Head

Masa Jabatan | Term of O
0,8 tahun | 0.8 year

PRASETYO ™=
MIMBORO

Kepala Transformasi Digital
Head of Digital Transformation Office

Masa Jabatan | Term of Office
0,3 tahun | 0.3 year

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)



M. MUSLIM ..
UTOMO

Kepala Divisi Perbendaharaan
dan Anggaran

Treasury and Budgeting
Division Head

Masa Jabatan | Term of Office

5,1tahun | 5.1 year

TEU KU ST
KEMAL PASHA

Kepala Divisi Manajemen Aset
Asset Management Division Head

Masa Jabatan | Term of Office

1.9 tahun | 19 year

JONEV =
REVANCHES

Kepala Transformasi Budaya
Head of Culture Transformation

Masa Jabatan | Term of Office
0,2 tahun | 0.2 year

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

HENGKI ==
HERIANDONO

Kepala Divisi Hubungan
Kelembagaan dan Hukum

Institutional Relations and Legal
Division Head

Masa Jabatan | Term of

5,8 tahun | 5.8 year

EMAN
SISWANTO

Kepala Divisi Strategi Operasional
Kelapa Sawit dan Karet

Palm Oil and Rubber Operational
Strategies Division Head

Masa Jabatan | Term o

4,1tahun | 4.1 year

PETRUS
BUDIMAN

Kepala Divisi Strategi Pemasaran
dan Penjualan

Strategic Marketing and Sales
Division Head

Masa Jabatan | Term of

0 tahun | O year

HERU
PRABOWO

Ketua Tim Transisi Retail
Retail Transition Team Leader

Masa Jabatan | Ter
4,4 tahun | 4.4 year

HER"Y E
NURUDIN

Kepala Divisi Satuan Pengawasan
Intern

Internal Audit Unit Division Head

Masa Jabatan | Term of Office
4,9 tahun | 4.9 year

BAMBANG
HARTAWAN

Kepala Divisi Sekretariat
Perusahaan

Corporate Secretary Division Head

Masa Jabatan | Term ¢

0,3 tahun | 0.3 year
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MISRAN
2. Jabatan : PENUGASAN SEVP REGIONAL
3. NHK : 179987
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.095.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.225.000.000

2. Tanah Seluas 60.000 m2 di KAB / KOTA SIAK, Rp. 920.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.975.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 210.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 475.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.862.500.000

. HUTANG Rp. 1.500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 4.362.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT SINERGI GULA NUSANTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PUTU SUKARMEN
2. Jabatan : SEVP PENGEMBANGAN
3. NHK : 189294
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.700.000.000

1. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 556.000.000

1. MOTOR, HONDA VERZA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000

3. MOBIL, SUZUKI FRONX MINIBUS Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

5. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TOTOP POLTAK HATORANGON
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 1003454
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/139 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 288.500.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 280.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

8.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 445.801.851
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 3.444.301.851
lll. HUTANG Rp. 1.258.763.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.185.538.851
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 250.202.015

F. HARTA LAINNYA Rp. —

Sub Total Rp. 5.506.202.015

. HUTANG Rp. 1.745.154.183

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.761.047.832
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama © RIZA PAHLEVI
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK . 187720
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA
PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 126.504.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK, Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 414 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL
SENDIRI Rp. 362.687.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/113 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.375.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, EXOTIC MIZONE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
3.796.000
2.  MOBIL, MITSUBISHI XFORCE ULTIMATE Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 263.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.364.191.000

266.796.000

1.723.543.640

935.093.880
5.289.624.520
835.485.523

4.454.138.997

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YEFRI YUDIANTO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 939319
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, Rp.
184.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA DELI
SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, HONDA HRVRU1 1.5E Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.644.000.000

152.500.000

238.991.100
336.789.837

3.372.280.937

3.372.280.937

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMMAD IHSAN RANGKUTI
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 190326
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

2. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/45 m2 di NEGARA [unknown],
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

4. Bangunan Seluas 23 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, Rp. 350.000.000

5. Bangunan Seluas 12 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI ,
Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

95.000.000

2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

125.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —
D. SURAT BERHARGA Rp. 17.518.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 288.084.334
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 2.950.602.334
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1. HUTANG Rp. 1.705.588.544
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.245.013.790
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : INDARUWATI TRIVISTA ANDARINI
2. Jabatan : SEVP BUSINESS SUPPORT
3. NHK . 722504
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000

2. Tanah Seluas 409 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 433.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2021, LAINNYA Rp. 400.000.000

3. MOTOR, VESPA 150 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 825.245.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 493.072.789

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.759.869.865

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 12.911.187.654

1. HUTANG Rp. 618.522.813

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 12.292.664.841
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PRASETYO MIMBORO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 1000637
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/90 m2 di KAB / KOTA
SERDANG BEDAGAI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 488.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BTD A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
38.000.000

2. MOBIL, BYD M6 SUPERIOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

450.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 825.150.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 327.863.234
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.243.680.977
F. HARTA LAINNYA Rp. 125.000.000
Sub Total Rp. 5.409.694.211
lll. HUTANG Rp. 507.377.741
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.902.316.470
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HENGKI HERIANDONO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK . 746436
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 474.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
164.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI NEW XPANDER CROSS 1,5L CVT Tahun
2023, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 610.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.508.356

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 3.985.008.356

. HUTANG Rp. 49.596.532

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.935.411.824
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TEUKU KEMAL PASHA
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK . 232868
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 2.170 m2 di KAB / KOTA SIMALUNGUN, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 9.200 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/80 m2 di KAB / KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di KAB / KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

[ll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.445.000.000

222.000.000

240.000.000
2.914.255.685
631.178.862
668.820.772
6.121.255.319
14.814.928
6.106.440.391

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : EMAN SISWANTO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK . 240685
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.135.755.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/161 m2 di KAB / KOTA DELI
SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 116.865.000

2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 116.865.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA DELI
SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.250.000

4. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, Rp.
110.250.000

5. Tanah Seluas 479 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, Rp.
77.175.000

6. Tanah Seluas 467 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, Rp.
77.175.000

7. Tanah Seluas 482 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, Rp.
77.175.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 504.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL

SENDIRI Rp. 38.000.000
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2. MOTOR, HONDA BEAT POP SEPEDA MOTOR Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 280.000.000

4. MOBIL, HONDA JAZzZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

5. MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

48.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 155.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.626.152.894
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 4.420.907.894
. HUTANG Rp. 31.910.540
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.388.997.354
Catatan:

03

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERY NURUDIN
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 59011
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

mm o 0

1. Tanah Seluas 780 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 1.200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, HONDA PCX PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

2. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2016, HASIL SENDIRI , HIBAH
TANPA AKTA , Rp. 230.000.000

3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER TRD JEEP Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 420.000.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 650.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.

HARTA LAINNYA Rp.

6.000.000.000

1.320.000.000

1.124.000.000

284.059.742
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Sub Total Rp. 8.728.059.742
I1l. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.728.059.742
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JONEV REVANCHES
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 1003106
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.255.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , Rp. 495.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000
1. MOBIL, NISSAN SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT BEBEK Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 274.535.784
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 173.002.786
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.802.538.570
. HUTANG Rp. 806.278.859
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 996.259.711
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il (PERSERO) HOLDING PERKEBUNAN
UNIT KERJA : PT PERKEBUNAN NUSANTARA Il
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BAMBANG HARTAWAN
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK 240719
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 5.953 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL
SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 236 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG ,
Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, FORTUNER G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
2.  MOBIL, SUZUKI SX-CROSS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.250.000.000

525.000.000

184.000.000

281.000.000

3.240.000.000

3.240.000.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





